
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN2O12

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAKAIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107) dan sesuai Nota Dinas Kepala

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97319441418'571

2012 tanggal I Aprll 2012 perihal Penyusunan 10 (sepuluh) Konsep

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta Berita Acara Nomor

050/1 101/418.5712012 tanggal 19 April 2012 tentang Pembahasan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Air Tanah perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Air Tanah;

b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Paiak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan

kondisi saat ini maka perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ;

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 21437)

sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4M4) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor'126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 21438) 

;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

50a9);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor gl Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 20'l 1;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Seri D Nomor 10/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 201 1 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
'15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 201 1 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Air Tanah adalah palak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

L Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah

permukaan tanah.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.

13. Bank Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim, adalah Bank yang

dituniuk untuk menerima setoran Pajak Air Tanah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.
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14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sprpD, adatah surat
Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah Pengambilan

dan atau Pemenfaatan Air Tanah.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah

kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi

dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan yang menentukan .iumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

21. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketapan

Pajak Daerah Nihil dan Surat Tagihan Pajak Daerah.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,

Surat Ketapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap permohonan atau pemungutan oleh

Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terahadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dispenda sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas

terhadap pemungutan Pajak Air Tanah.

BAB II

METER AIR ATAU PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 3

(1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memperoleh izin dari

instansi yang berwenang.

(2) Pemegang izin atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan

memasang meter air atau alat pengukur debit air.
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(3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah disegel

dan ditera oleh Pejabat UPT Kemetrologian Kediri.

BAB III

PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 4

(1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan oleh

petugas dari Dispenda.

(2) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh

Dispenda berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)

(2\

Pasal 5

Setiap pengambilan Air Tanah wajib mendaftar dan mengisi formulir SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas' benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan

kepada Dispenda dengan mengisi SPTPD.

Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3)

(4)

Pasal 6

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disampaikan kepada Kepala

Dispenda, paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 7

(1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dispenda menetapkan Pajak Air

Tanah dengan menerbitkan SKPD.

(2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran

ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Nilai Perolehan Air Tanah adalah dasar pengenaan Pajak Air Tanah.

Tarif Pajak Air Tanah dltetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen).

Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai

Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif Pajak Air
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran lll Peraturan

Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV

SPTPD



(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pajak Air Tanah harus dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Pembayaran Palak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dispenda atau

Bank Jatim selaku Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri, serta dinyatakan lunas jika

telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang'

(1)

(2)

Pasal 10

(1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajak Air Tanah diberi bukti pembayaran pajak

berupa SSPD.

(2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

lV Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen)

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda

pembayaran palak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak

yang belum atau kurang bayar.

(3)

(4)

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan

mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dispenda.

(2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

(3) Dispenda mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan

pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan

kepada wajib pajak.

(4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar

secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun kalender.

(5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari

berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.
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(6) Bentuk dan isi Permohonan Angsuran Pajak dan penundaan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Vl Peraturan

Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat .iatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dispenda.

Pasal 14

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Kepala Dispenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)

hari sejak tanggal surat teguran atau sufat peringatan atau surat yang sejenis.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

(1) Atas Permohoan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dispenda dapat

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pasal 15

(1) Kepala Dispenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang

menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar
dilakukan oleh Kepala dispenda dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan
Pajak Seketika dan Sekaligus.

(3) Terhadap wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat
Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat
pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.

(4) Bentuk dan isi surat peringatan, surat teguran dan surat paksa, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll, Vlll dan lX
Peraturan Bupati ini.



(2) Kepala Dispenda dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannYa;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD' SKPDN

atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Waiib Paiak atau kondisi tertentu objek paiak.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Pajak kepada

Kepala Dispenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(4) Kepala Dispenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,

dianggap dikabulkan.

(6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran X, Xl dan Xll Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dispenda.

(2) Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala

Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang pajak dimaksud.
(5) Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran

kurang/sama maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai pembayaran

kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKPDLB.
(6) Apabita terdapat kelebihan atas perhitungan hutang pajak maka harus diterbitkan

SKPDLB.

8
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(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D).
(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

melalui Kas Umum Daerah.
(9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2

(dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Dispenda memberikan imbalan harga

sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan paiak.

Pasal 18

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (4), pembayarannya dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 19

(1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis

pajak sesuai dengan NPWPD.
(2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(1)

(2)

Pasal 20

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.

Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar

penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.

Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perienis pajak sesuai

masa pajak.

(3)

BAB XI

PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal2l
Wajib pajak dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal22
(1) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilakukan

secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan

sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

BAB XII

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tujuan Pemeriksaan

Pasal 23

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
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Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 24
( 1 ) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :

a. Pemeriksaan lengkap ;

b. Pemeriksaan sederhana.
( 2 ) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

ditempat Wajib Pajak untuk tahun berialan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang

lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

( 3 ) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dilakukan:
a. Dilapangan terhadap Waiib Paiak untuk tahun bedalan dan/atau tahuntahun

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;

b. Di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan

menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 25

( 1 ) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan

kewajiban perpa.iakan daerah ;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran

dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran

dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya' dengan

memberikan tanda terima ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan

dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petuniuk tentang keadaan usaha

Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan

pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib

Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki

tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan ;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
(2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku

catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer
dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;

b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran

dari media komputer dan perangkat elekronik pengolah data lainnya dengan

memberikan tanda terima ;

c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran

dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
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e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 26

( 1 ) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib Pajak atau wakil atau

kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak

yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas

kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada

kesempatan berikutnya.

(2\ Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda,

pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan'

( 3 ) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak

juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta

pegawai wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib Pajak guna membantu

kelancaran pemeriksaan.

( 4 ) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki

tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wa.iib Pajak atau wakil

atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan.

( 5 ) Apabila pegawai wajib Pajak yang diminta mewakili wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang

bersangkutan harus menandatangani Surat pernyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan.

( 6 ) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat

(4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang

ditandatangani oleh pemeriksa.

(7 \ Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan

besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal2T

( 1 ) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah.

(2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKPD, perbedaan

besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

Pasal 28

( 1 ) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan

lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah

pemeriksaan selesai dilakukan.
( 2 ) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

( 3 ) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah

pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
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( 4 ) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan
secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada Wajib
Pajak.

( 5 ) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 29
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di

bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan
pemeriksaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 97319441418.57 I 2012 tanggal 9 April 2012 perihal Penyusunan 1 0

(sepuluh) Konsep Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Berita Acara Nomor 050111011418.5712012 langgal 19

April 2012 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 27-4-2012
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 27 - 4 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Ke ian Hukum

H SE. MM
P Tingkat I

7 199003 't 008tP. 1967

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.



I.AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL:27-4 -20L2

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERTTAHUAN PA]AK DAERAH

PERHATIAN
1. Harap diisi ditulis dengan huruf CETAK;

2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri paling lambat

15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran -

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Kediri,

Wajib Pajak,

Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b.

Hukum

ngkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

5PIPU

PETERI]IITAH I(ABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1Tc{p. ( 0354 ) 682897

XEDIRI

No. SPTPD

Masa Pajak

Tahun Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

SPTPD
( SURAT PEMBERITAHUAN PA]AK DAERAH )

PAJAK AIR TANAH

N.P.W.P.D.

Nama Wajib Pajak

Alamat wajib Pajak

Nomor Berkas

Nama Pemilik / pengelola

Peruntukan / pemakaian

Lokasi pengambilan

A. PENGHTTUNGAN BILAN AIR TANAH

2. BUKA]I METER AIR1. PENUNJUKAN METERAIR

Debit air
Penggunaan t hari

Penggunaan t bulan

xM3x x 3.500 x

Liter/detik
Jam

Hari

1.000

M3

M3

M3

M3

Bulan ini

Bulan lalu

Volume air

B. PERNYATAAN

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAil DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Nama dan NIP Petugas

Diterima tanggal

Tanda Tangan

NI 199003 1 008



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL: 27 - 4- 2012

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No. I Telp. / Far ( 0354')682897
KEDIRI

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Periode Pajak :
No. SKPD :
Tanggal :
No.SPTPD :

NPWPD
Nama
Alamat
Jatuh Tempo

No. Kode Rekening Tarif/Dasar Pajak Terutang

Kompensasi
Kenaikan
Sanksi

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)

Dengan Huruf

Informasi

No. Judul Lokasi DPPRD

PERHATIAN:
l. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2/o per bulan.

Kediri,

TANDA TERIMA No. SKPD

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Kediri,
Yang Menerima,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKI{ETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Bagian Hukum

Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

NIP. 1 07 199003 I 008

HARYANTI SUTRISNO



Salinan sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b.

ian Hukum

SE. MM
Pen ingkat I

199003 1 008

NII.AI PEROLEHAN AIR DAN TARIF PAJAK AIR TANAH

I

i

LAMPIRAN IIII: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 22 TAHUN 2012

TANGGAL:27-4-20L2

1

I

I
I

BTIPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

I

TARIF M__XI 
I-AITE RoLrNRru ru R ( N PA)

KETERANGAN

MATA AIR
sx6

MATA AIR

(4x6)
TARIFBUKAN

MATA AIRMATA AIRVOLUME PEMAKAIANNO PERUNTUKAN

9876541 2
45Rp20 o/oRp 22sRp 2551 s/D s0 M3NON NIAGA Rp 5320 o/oRp 265Rp 29551 S/D s00 M3

Rp 6020 o/oRp 300Rp 330s001 s/D 1.000 M3
Rp 6820 o/o

51

74

Rp

s9Rp

66Rp

RpRp 340Rp 3701.001 s/D 2.500 M3
Rp 75Z0 o/o 81RpRp 37sRp 405DIATAS 2.500 M3

Rp 7020 o/o 76Rp 3s0Rp 380s/D 50 M32 NIAGA Rp 9020 o/o 96Rp 450Rp 48051 S/D s00 M3
Rp 1102A o/o 116Rp 550Rp 580s001 s/D 1.000 M3
Rp 1302A o/oRp 650Rp 6801.001 s/D 2.s00 M3
Rp 15020 o/o

136

156Rp 7s0Rp 780DIATAS 2.500 M3

Rp 31020 o/o 316Rp 1.550Rp 1.580s/D s0 M33 INDUSTRI DENGAN Rp 45020 o/oRp 2.250Rp 7.280s1 s/D s00 M3BAHAN BAKU AIR Rp 59020 o/o

456

s96Rp 2.950s001 s/D 1.000 M3 Rp 2.980
Rp 73020 o/o s36Rp 3.6s0Rp 2.6801.001 s/D 2.s00 M3
Rp 87087620 o/oRp 4,350Rp 4.380DIATAS 2.500 M3

NtP. 1967

(

3

Rp

Rp



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL: 27 - 4' 2012

BENTUK DAI\I ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Periode Pajak :

No. SSPD :

No. SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No- I Telp. O3544t2897 KEDIRI

NPWPD
Nama
Alamat
Jatuh Tempo Jenis Ketetapan

Jumlah (Rp)Jenis Pajak DaerahRekening

Jumlah Setoran Pajak

Bunga

Dengan Huruf

Penyetor,

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Hukum

Kediri,

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

ttd

I
I 199003 I 008



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL:27 -4- 2012

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN UNTUK PAJAK AIR TANAH

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada
Yth. Bp, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

.P--e_lII lgngtqlr..4tg-s-u-tg.n

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola
NPWPO
Alamat

mengakui masih punya utang Paiak atas SKPD /
bulan .............................. No. Kohir / Urut ............

Tahun /
.. berjumlah Rp

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak tersebut diatas dapat disetor
dengan cara angsuran sebanyak.......................( .....) kali dengan masing-

masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran
TANGGAL PENYETORAN
Tsl. -.,.,,...................-,--.
Tgl. .....-........................
Tsl. ..............................
Tgl. ..............................

Alasan penga.iuan permohonan angsuran

Demikianlah permohonan saya dengan harapan dapatnya dipenuhi

Tanda Terima,
Kepala Bidang Pendataan & Penetapan

Hormat Saya,
PEMOHON

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n- SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Hukum

Penata kat I

tP. 196 199003 1 008

JUMTAH ANGSURAN
Rp.
Rp. ..............................
Rp. ..............................
Rp.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN VI PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI KEDIRI
22 TAHUN 2012
27 - 4 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK PAJAK AIR TANAH

PEIIIERI|TAH XABI'PATE XEDIRI

DINAS PEilDAPATAN DAER,AH
,1. Pamenang ]{o. l fdp' / Fax. ( 0354 ) 682a97

l(EDIRI

SURAT PENUNDAA PE BAYARAN
Nomor ; 973 / A1A.57 I

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
NPWPD
Alamat

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsufan pembayaran utang Pajak pada tanggal

.......................... Sebanyak ..................ka|i angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah

diterima :

a. SKPD Nomor
b. SKPD Nomor
c. SKPD Nomor
d. SKPD Nomor

Tsl.
Tgl.
Tgl.
Tgl.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

Pembayaran angsuran Angsuran
pokok

SanksiAdm. / Bunga

Rp. ...............
Rp. ...............
Rp. ..-............
Rp. ...............

Jumlah Angsuran

a. Tgl.
b. T9l.
c. Tgl.
d. Tgl.

Angsuran I

Angsuran ll
Angsuran lll
Angsuran lV

Rp.
Rp
Rp.
Rp.

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp................ Rp............ Rp.

2. Jika Pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Sural Paksa

sesuai dengan Perundangan dengan yang berlaku.

Yang berjanji,

Hukum

MM
Penata kat I

NtP. 19670 199003 1 008

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Oinas Pendapalan Daaerah

Kabupaten Kediri

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22TAHUN 2012
TANGGAL: 27- 4-2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN UNTUK PAJAK AIR TANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
n Hukum

SE. MM
Penata ingkat I

'199003't 008

PEIIIERINIAH KABT,PATEN KEDIRI
DINAS PEI{DAPATAN DAERAH

,t. Parnenang o, 1Terp. / Fax. ( 0354 ) 582497
KEDIRI

Kediri,

NPWPD Kepada
Yrh. sdr.

S U RAT P E RINGATAN
Nomor: 973 / I 418.57 I

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Paiak Saudara sampai saat ini belum Saudara
bayat

Kami minta agar sebelum berakhimya batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertera pada

SKPD, segera Saudara bayar ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Kediri.
Adapun iumlah utang Pajak Saudara, berdasarkan SKPD yang telah Saudara terima adalah sebesar
Rp. .................... ( ... , . ...... .......... ..-.)

Apabila Saudara masih memerlukan penielasan tebih laniut, maka diharap Saudara datang ke Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada waktu jam kerja.

Oemikian surat peringatan ini disampaikan, agar meniadi perhatian Saudara, dan dapatnya

dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

rP. 1967

di



Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u. b.
ian Hukum

Penata gkat I

LAMPIRAN Vlll : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : Z2TAHUN 2012
TANGGAL: 27- 4 -2012

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN UNTUK PAJAK AIR TANAH

PEIIERIIITAH XABUPATE]T XEDIRI
DINAS PENDAPATAil DAERAH

Jl. Pam€nang o. 1Tdp. / Far. ( O35a ) 6828!17
KEDInI

Kediri,

NPWPD Kepada
Yth. sdr

di

SURAT TEGURAN
Nomor : 973 / 1418.57 I

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Paiak Saudara sampai saat ini belum Saudara
bayat.

Sebelum ini kami telah menyampaikan Surat Peringatan kami tanggal,
:9731 1418.571

... Nomor

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara lndahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan
Surat Paksa.

Adapun besamya utang Paiak Saudara berdasarkan SKPD yang telah Saudara terima adalah
sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ... . . . ... . .. ... ..) ditambah sanksi
adminislrasi b€rupa bunga sebesar Rp. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ,

dengan rincian sebagai berikut :

a. Pokok
b. Bunga
JUMLAH

Rp
Rp
Rp.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewaiiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah
dapat dip€nuhi sebagaimana mestinya.

Oemikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

P. 1967 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN IX

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA UNTUK PAJAK AIR TANAH

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22TAHUN 2012
TANGGAL. 27 - 4 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
n Hukum

H
Penata kat I

PEII ERITTTAH KABUPATETI KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No, l Telp. / Fax. ( 0354 ) 6,82897
KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN OAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: I 1418.571201

TENTANG

SURAT PAKSA

Menimbang bahwa

Penanggung Pajak bemama
bertempat tinggal di Tlp

MENUNGGAK PAJAK

Berjumlah
Te6ilang

Rp.

Memerintahkan Penanggung Parak tersebut diatas untuk membayar jumlah tersebut kepada Bendahara
penerimaan (BP) Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri ditambah dengan biaya - biaya penagihan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat ini.

Dikeluarkan di Kediri
Pada Tanggal

KEPALA OINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEOIRI

NAMA JELAS

P. 196 199003 1 008



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN2O1?
TANGGAL:27-4-2012

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
PAIAKAIRTANAH

PET{ERINTAH KABI'PATEN KEDIRI
DI]TAS PEI{DAPATAN DAERAH

fl. Panenang ]to. 1Te{p. / F.x, ( 0354) 682897
IGDIRI

slNAT XEIETAPAX PAUI( IIAERAH I(I.RAIG BAYAN

(sr(Prx8)

Masa Paiak :

Tahur :

Nomor

Nama Badan / Merk Usaha
Alamat

NPWPD
Nama Pemilik / Pengelola

Nomor Kohir

Sanksi Administratif (25 %)

Jumlah

Dengan Huruf

PERHATIAN

Kedin, ...............................
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
ian Hukum

SE. MM
Pena

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

ingkat I

199003 't 008

UKA

NtP. 19670

Tanggal Ditetapkan

Pajak Air Tanah Terutang

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap
bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL:27-4-2012

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT) PAJAK AIR TANAH

@
PEIIERI]TAH KAAUPATETI KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

ll. PamerE rg l.G r Telp. / Far. ( (Bsa ) 682897
TEDIRI

SJRAT XETEIAPAT PAJAX DAENAH I(URAIIG B YAR TAMAXAI

(sxPrxBn

Masa Pajak :

Nomor

Nama Badan / Merk Usaha

Alamat

NPWPD

Nama Pemilik / Pengelola

Nomor Kohir

Tanggal Ditetapkan

Pa.iak Air Tanah Terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan

Sanksi Administratif (25 %)

Jumlah

Dengan Hun f

PERHATIAN

Jumlah Pa.iak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diletapkan, apabila
tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 o/o (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih
dengan surat paksa.

Kediri, ...............................
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u. b.
ian Hukum

Penata ingkat I

199003 1 008lP. 1967

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Hukum

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 -4-2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD}
UNTUK PAJAK AIR TANAH

@
PEMERINTAH KABT'PATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Il. Pamenang llo. l Telp. / Fax. ( 0354 ) 68,2a!r7
KEDIRI

SURAT TAGIHA}I PA'AX OAERAH

(sTPD)

Masa Pajak

Tahun

Nomor

Nama Badan / Merk Usaha

Alamat

NPWPD

Nama Pemilik / Pengusaha

Berdasarkan pembukuan kamiternyata utang Pajak Saudara belum dilunasisebesar

Nomor Kohir

Tangqal Ditetapkan

Paiak Air Tanah Terutanq

Sanksi Administratit (2 o/ol

Dengan Huruf

PERHATIAN :

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 o/o (dua per seratus)
setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.

Kediri,......
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

tP. 1 199003 1 008

Jumlah


